KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Menetapkan
KESATU

KEDUA

NOMOR AHU-0048485.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbhk

: a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN. sesuai

salinan akta nomor 25 Tanggal 08 September 2021 tentang Perubahan Anggaran
Dasar PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk tanggal 08 September 2021 dengan
Nomor Pendaftaran 4021090831240642 telah sesuai dengan persyaratan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk;

MEMUTUSKAN:

: Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk -

dengan NPWP 011050945093000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena
telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 25 Tanggal 08
September 2021 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN. yang
berkedudukan di JAKARTA SELATAN.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki
sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan
dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 September 2021
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0153519.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 08 September

2021
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0048485.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

1. Modal Dasar : Rp. 40.000.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 20.564.434.371.500
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
JI. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0445911 Kepada Yth.

- Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN.
; ' , . JL.SURYO NO.54

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan JAKARTA SELATAN

Perubahan Data Perseroan
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi
Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 25 Tanggal 08 September 2021 yang dibuat oleh
Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan
Alamat Lengkap Perseroan, PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, berkedudukan di JAKARTA
SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 08 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 September 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0153519.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 08 September

2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara
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-Maka sekarang penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut -----------

menerangkan, dengan ini menyatakan kembali sebagian keputusan yang telah -----

diambil dalam Rapat tersebut, yaitu dalam Mata Acara Keenam dari Rapat, --------

sebagaimana termuat dalam Risalah Rapat tersebut, sebagai berikut: ----------------

Mata Acara Keenam dari Rapat: -=-=--=memmmm e

telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1.

“Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 39.547.502.610 (tiga puluh ------
sembilan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua ribu ----
enam ratus sepuluh) saham memberikan suara setuju atau merupakan ----
99,5871172% (sembilan puluh sembilan koma lima delapan tujuh satu ----

satu tujuh dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang

Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar ------------
Perseroan, sehubungan dengan pemindahan alamat Kantor Pusat
Perseroan dari yang semula berkedudukan di Kota Administrasi -
Jakarta Pusat dan dengan alamat Jalan Abdul Muis nomor 2-4 ---
menjadi berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan
dengan alamat Gedung The Tower Jalan Gatot Subroto Kavling -

12, sebagai berikut: —

= 1111 ] B S
Perseroan Terbatas ini bernama PT Bank Syariah Indonesia Thbk.,

berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, selanjutnya -

dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan.” ----

Menjadi:

Perseroan Terbatas ini bernama PT Bank Syariah Indonesia --
Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, --

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan --

“Perseroan.”

Perubahan Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas, berlaku efektif --------
terhitung sejak Tanggal Persetujuan Menteri Hukum dan Hak ---

Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan sebelumnya telah -----










